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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam sejarah pertengahan umat Islam terdapat fenomena yang 
disebut dengan gerakan kebangkitan Islam (Islamic Revivalism), atau dapat 
dikatakan juga sebagai ”tajdid”, merupakan sebuah gerakan pembaharuan 
yang dipelopori oleh sekelompok umat Islam dalam rangka menghidupkan 
kembali semua struktur sosial, moral, dan agama kepada dasar aslinya, yaitu 
al-Qur’an dan as-sunnah. Umat Islam, sebagaimana umat lainnya, telah 
mengalami sebuah siklus kemajuan dan kemunduran yang diikuti oleh upaya 
menghidupkan kembali pembentukan kerangka moral-kemasyarakatan.  
Secara umum, pada abad pertengahan tampak benar-benar sebagai 
sebuah periode kemandekan intelektual yang melanda seluruh kehidupan 
dunia Islam. Fenomena tersebut terjadi tepatnya setelah terbentuknya mazhab 
hukum klasik dalam Islam. Terbentuknya empat mazhab hukum klasik 
tersebut mendorong mandegnya upaya penelitian dan perubahan yang biasa 
dilakukan oleh para ulama. Abad ke-XI Masehi disebut-sebut sebagai awal 
bagi kemunduran, di mana para rasionalis, ulama dan para filosof tidak lagi 
mempunyai keseragaman pendapat dan cenderung tidak lagi saling tolerir 
terhadap berbagai pendapat. Pada abad ini juga sistem pendidikan Islam 
dirasuki oleh sekte-sekte teologi dogmatik.1 
                                                 
1 Mariajani, “Analisis SWOT Perkembangan  Bank Syariah di Negara-negara Muslim” 
dalam Jurnal Hukum Islam No 10 tahun 2012 hlm 202. 
2 
 
Sampai pada abad 20 pembaharuan mulai terjadi terutama dalam 
bidang hukum  keluarga di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan 
hal tersebut telah menjadi fenomena tersendiri.2 Adanya tantangan yang 
kompleks di era modern ini dan ketidakmampuan fikih-fikih klasik untuk 
mengatasi permasalahan yang terjadi telah menuntut para pembaharu untuk 
melakukan reformasi hukum.3 Pada umumnya pembaharuan hukum keluarga 
bertujuan untuk “meningkatkan status‟ perempuan dalam berbagai aspek 
kehidupan dan hukum keluarga termasuk juga masalah waris. Meski tujuan 
ini tidak disebutkan secara eksplisit, materi hukum yang dirumuskan bahwa 
undang-undang seputar hukum keluarga yang dibuat umumnya merespon 
sejumlah tuntutan status dan kedudukan perempuan yang lebih adil dan 
setara. Undang-undang perkawinan khususnya yang dimiliki Mesir dan 
Indonesia jelas menggulirkan tujuan tersebut. 
Tujuan lain yang dimiliki negara-negara Islam dalam memperbaharui 
hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Usaha unifikasi hukum ini 
dilakukan karena masyarakat menganut bermacam-macam mazhab atau 
bahkan agama yang berbeda-beda. Di Tunisia misalnya, upaya unifikasi 
hukum perkawinan ditujukan  untuk semua warga negara tanpa memandang 
perbedaan agama. Selain tujuan-tujuan tersebut, ada lagi tujuan lain dari 
upaya pembaharuan hukum keluarga yaitu untuk merespon tuntutan zaman. 
Dimana tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat tersebut 
                                                 
2Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 
Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih (Jakarta : Ciputat Press, 2003), hlm. 10-11. 
3Toha Andiko, “Hukum Keluarga di Dunia Islam: Studi Kasus Pengaturan Alasan-alasan 
Poligami di Indonesia, Malaysia, Iran, Somalia, dan Tunisia” , dalam Nuansa Vol 5 No 1 tahun 
2013,hlm 80. 
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adalah akibat dari pengaruh global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek 
kehidupan manusia.4  
Salah satu metode yanng digunakan dalam pembaharuan hukum 
keluarga ini adalah dengan jalan reinterpretasi yaitu dengan jalan menafsirkan 
kembali teks untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan 
modernitas.5 Model-model interpretasi kontekstualis dengan berdasarkan 
pada maqa>s}id al-syariʻah dan kemashlahatan menjadi sangat urgen untuk 
digunakan dalam  menyikapi perkembangan zaman. Mas}lah}ah mursalah 
misalnya, sebagai metode interpretasi telah banyak digunakan dalam 
pembaharuan hukum keluarga Islam. Berbagai masalah baru yang tidak 
terdapat hukumnya dalam teks dapat diselesaikan dan ditemukan hukumnya 
dengan pendekatan mas}lah}ah mursalah ini. 
Teori mas}lah}ah mursalah merupakan salah satu dari tiga konsep 
mas}lah}ah yang sering digunakan  oleh para ahli  hukum Islam dalam 
menetapkan hukum.6 Mas}lah}ah mursalah didefinisikan sebagai suatu 
kemashlahatan yang tidak disebut secara langsung dalam dalil syarak dan ada 
juga yang mendefinisikan sebagai mas}lah}ah yang tidak diperintahkan maupun 
tidak dilarang oleh dalil syarak.7 Para ahli hukum Islam berbeda pendapat 
                                                 
4 Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, dalam 
De Jure :Jurnal Syariah dan Hukum vol 6 No 2 th 2014 hlm 144. 
5 Atho, Mudzhar dan Khairuddun Nasution (ed), Hukum Keluarga, hlm. 4. 
6 Dua lainya adalah Maṣlahah muʻtabarah atau kemashlahatan yang diakui  oleh  dalil 
syarak dan maṣlahah mulgah yaitu suatu kemashlahatan yang bertentangan dengan dalil syarak. 
Pembagian ini didasarkan pada keserasian Maṣlahah dengan hukum  syarak. Lihat, Hamzah K 
”Urgensi Mas}laḥah dalam Pembaharuan  Hukum Islam di Era Global”  Al-Manahij: Jurnal Kajian 
Hukum Islam Vol. VII 2 Desember 2014 hlm. 214. 
7 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: 
Dina Utama,2014), hlm. 166. 
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dalam menilai kehujjahan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil dalam 
menetapkkan hukum Islam.  
Pendapat pertama mengatakan bahwa menggunakan dalam berijtihad 
dan menetapkan hukum  adalah diperbolehkan. Kelompok ini mengakui 
mas}lah}ah mursalah sebagai salah satu  sumber hukum dan sekaligus hujjah 
syari’ah. Mazhab Maliki dan Imam Ibnu Hanbal adalah termasuk dari 
kelompok yang mendukung  penggunaan mas}lah}ah mursalah. Bahkan 
menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Kutbudin Aibak  menjelaskan 
bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan 
dan menyuarakan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah 
syar’iyyah.8 Menurut kelompok ini mas}lah}ah mursalah telah digunakan sejak 
masa sahabat dimana para sahabat telah mengkodifikasikan al-Qur’an dalam 
satu mushaf dengan alasan khawatir al-Qur’an akan hilang. Hal ini tidak ada 
pada masa Nabi dan tidak ada pula larangannya.9 
Sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa mas}lah}ah mursalah 
tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Diantara aliran 
mazhab yang termasuk dalam kelompok ini ialah mazhab Hanafi, mazhab 
Syafi’i dan mazhab Zahiriyyah. Bahkan disebutkan bahwa mazhab 
Zahiriyyah merupakan penentang utama dalam penggunaan mas}lah}ah 
mursalah. Alasan utama penolakan kelompok kedua ini adalah karena tidak 
                                                 
8 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2008), hlm. 203. 
9 Romli,  Studi Perbandingan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 232. 
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adanya teks yang melegalkan penggunaannya serta rawan disusupi oleh 
kepentingan hawa nafsu.10  
Menariknya umat Islam di Indonesia yang secara umum merupakan  
pengikut mazhab Syafi’i11, di mana mazhab Syafi’i  termasuk kelompok yang 
menolak  penggunaan mas}lah}ah mursalah  justru banyak menggunakan 
metode ijtihad ini dalam pembaharuan hukum keluarganya yang terkodifikasi 
dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hal ini tidak bisa lepas dari 
banyaknya persoalan baru yang  muncul yang perlu penetapan hukumnya, 
sementara tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur’an, hadis maupun ijmak 
dan qiyas. Sebagai contoh dalam KHI terdapat ketentuan bahwa pernikahan 
harus dicatat dalam administrasi negara dan adanya ketentuan mengenai 
pendewasaan usia nikah. Contoh yang penulis sebutkan tersebut, hemat  
penulis termasuk produk hukum yang ditetapkan berdasarkan mas}lah}ah 
mursalah karena tidak ada teks yang mengatur baik membolehkan atau 
melarang pencatatan pernikahan dan pendewasaan usia nikah. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
terhadap implementasi mas}lah}ah mursalah dalam pembaharuan hukum 
keluarga Islam dengan judul “Implementasi Metode Mas}lah}ah Mursalah 
dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam tentang Pasal-pasal Pernikahan”. 
 
 
                                                 
10 Ibid., hlm.  234. 
11 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Ciputat: Logos Wacana 
Ilmu,1997), hlm. 136. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah:  
1. Masalah-masalah apa sajakah yang terdapat dalam KH tentang pasal-pasal 
pernikahan yang dirumuskan dengan metode mas}lah}ah mursalah ? 
2. Bagaimana implementasi mas}lah}ah mursalah dalam perumusan Kompilasi 
Hukum Islam tentang pasal-pasal pernikahan? 
C. Penegasan Istilah 
Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalahpahaman 
yang mungkin terjadi terkait dengan judul penelitian yang penulis buat, maka 
penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan 
dengan judul penelitian sebagai berikut : 
1. Implementasi Metode Mas}lah}ah Mursalah 
Implementasi  merupakan suatu  proses  penerapan ide, konsep,  
kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan 
dampak, baik berupa perubahan pengetahuan maupun nilai.12 Sebagai  
sebuah bentuk penerapan atau pelaksanaan, maka implementasi bermuara 
pada akifitas atau tindakan. Namun, implementasi bukan sekedar aktifitas 
atau tindakan semata, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana untuk 
mencapai suatu tujuan. 
Metode bisa diartikan sebagai cara atau langkah  yang sistematis 
dan terpikir baik-baik untuk mencapai tujuan (dalam ilmu pengetahuan 
                                                 
12 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru 
dan Kepala Sekolah (Jakarta :Bumi Aksara, 2010), hlm. 178. 
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dan sebagainya) atau  bisa juga didefinsikan sebagai cara kerja yang 
bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 
sesuatu yang ditentukan.13 Sedangkan mas}lah}ah mursalah adalah 
kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak ditemukan dalam dalil syarak 
namun dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum karena 
tidak bertentangan dengan dalil syarak secara langsung. 
Adapun yang dimaksud dengan implementasi metode mas}lah}ah 
mursalah dalam penelitian ini adalah menerapkan dan mempraktekan cara 
atau langkah-langkah yang teratur berdasarkan konsep mas}lah}ah mursalah 
untuk merumuskan hukum dalam hal ini adalah hukum-hukum yang 
tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. 
2. Perumusan 
Perumusan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
diartikan sebagai proses pembuatan atau penyusunan hukum secara 
ringkas.14 
3. Kompilasi Hukum Islam tentang pasal-pasal pernikahan 
Kata kompilasi secara bahasa merupakan kata serapan yang berasal 
dari bahasa latin compilare yang dapat diartikan sebagai mengumpulkan 
secara bersama-sama.15 Istilah ini kemudian dikembangkan lagi dalam 
bahasa Inggris menjadi compilation dan dalam bahasa Indonesia dengan 
                                                 
13 Nasrudin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an (Jakarta : Putaka Firdaus, 1994), 
hlm. 364-365. 
14 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonnesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia  edisi 
ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hlm. 969. 
15 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademia Presindo, 
1995), hlm. 10. 
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kompilasi. Dalam kamus bahasa inggris  karangan Wojowasito dan WJS 
Poerwadarminta, kata compilation diartikan dengan karangan tersusun 
yang berasal dari kutipan buku-buku lain.16 Menurut Koesnoe 
sebagaimana dikutip oleh Karsayuda terdapat dua bentuk pengertian dari 
kompilasi. Pertama kompilasi diartikan sebagai hasil dari usaha 
pengumpulan dari berbagai pendapat dalam suatu bidang tertentu. Kedua 
diartikan sebagai suatu benda seperti buku yang berisi kumpulan berbagai 
pendapat mengenai suatu bidang tertentu.17 
Menurut Bustanul Arifin, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
merupakan fikih dalam bahasa undang-undang.18 Sedangkan menurut 
Wahyu Widiana berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai 
sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis perpasal yang terdiri dari 229 
pasal dan terbagi dalam tiga kelompok materi  hukum yang meliputi 
Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan.19 
Berdasarkan uraian dalam penegasan istilah diatas maka dalam 
penelitian yang akan dikaji adalah dasar-dasar kemashahatan  yang 
dijadikann pijakan saat proses pembuatan atau perumusan KHI. Dalam 
penelitian ini penulis batasi hanya dalam masalah mengenai pernikahan 
dan tidak sampai pada perceraian. Ini dilakukan agar penelitian ini lebih 
                                                 
16 S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia-
Indonesia-Inggeris (Bandung : Hasta Ulang, 1982), hlm. 28. 
17 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi 
Hukum Islam (Yogyakarta : Total Media, 2006), hlm. 94.  
18 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan 
dan Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 49. 
19 Wahyu Widiana, “Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya 
Menjadikannya sebagai Undang-undang” , dalam Mimbar Hukum, No 58 Th 2002 hlm 37. 
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fokus. Pemilihan fokus masalah hanya pada masalah sekitar perkawinan 
dikarenakan  masalah ini yang lebih banyak terjadi pro kontra dalam 
masyarakat seperti dalam hal  pendewasaan usia nikah, keharusan 
pencatatan perkawinan dan sebagainya. 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 
a. Mengetahui bagaimana implementasi metode mas}lah}ah mursalah  
dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam 
b. Mengetahui masalah-masalah dalam KHI tentang pasal-pasal 
pernikahan yang dirumuskan dengan metode mas}lah}ah mursalah. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
1) Mengetahui masalah-masalah dalam KHI yang dirumuskan 
berdasarkan metode mas}lah}ah mursalah. 
2)  Menambah dan memperkaya wacana keilmuan bagi penulis pada 
khususnya, dan pembaca pada umumnya terkait dengan 
implementasi metode mas}lah}ah mursalah dalam perumusan KHI 
tentang pasal-pasal pernikahan. 
b. Manfaat Praktis 
1) Dalam ranah praktis penelitian ini memberikan sumbangan 
pemikiran yang moderat, sekaligus memberikan peta baru bagi para 
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akademisi muslim dan masyarakat pada umumnya untuk lebih bijak 
dalam menyikapi perubahan zaman dan pembaharuan hukum  Islam. 
2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 
pembaharuan hukum yang lebih berkeadilan di masa yang akan 
datang sesuai dengan perkembangan zaman. 
E. Kajian Pustaka 
Adapun untuk mengetahui posisi penelitian yang akan penulis 
lakukan, penulis berusaha mencari penelitian-penelitian yang berkaitan 
dengan mas}lah}ah mursalah dan Kompilasi Hukum Islam. Berikut ini adalah 
penelitian-penelitian yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian 
ini : 
1. Skripsi Tauikurrohman dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2009)dengan judul “Penerapan 
Mas}lah}ah Mursalah dalam KHI dan Pengaruhnya terhadap Putusan 
Hakim (Studi Kasus Cerai Gugat karena Suami Poligami di Pengadilan 
Agama Jakarta Selatan Tahun 2007)” Kesimpulan akhir dalam skripsi ini 
adalah bahwa penerapan mas}lah}ah mursalah dalam Kompilasi Hukum 
Islam turut mempengaruhi terhadap putusan hakim dalam kasus gugat 
cerai. Hal ini dilihat dari  pertimbangan mayoritas hakim yang memutus 
perkara cerai berdasarkan mas}lah}ah selain juga karena dasar undang-
undang.  Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis 
karena sama-sama mengkaji tentang mas}lah}ah mursalah dalam KHI. 
Adapun perbedaanya adalah penelitian tersebut mencoba untuk meneliti 
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pengaruh mas}lah}ah mursalah   dalam KHI terhadap putusan hakim  dalam 
kasus cerai gugat, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang 
implementasi metode mas}lah}ah mursalah dalam perumusan KHI 
khususnya tentang perkawinan secara umum. 
2. Skripsi Hadiratus Sholihah dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 
Universitas Islam Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul 
“Penerapan Konsep Mas}lah}ah Mursalah Dalam Wakaf (Tinjauan 
Terhadap Undang-undang NO.41 Tahun 2004 tentanng Wakaf)”. 
Hadiratus menyimpulkan bahwa dalam pembentukan Undang-undang 
No.41 tahun 2004 telah banyak dimasuki unsur siyasah syar’iyyah yang 
berlandaskan mas}lah}ah mursalah salah satunya adalah pasal yang 
mengatur tentang perubahan status tanah wakaf dan wakaf tunai. Adapun 
persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-
sama mengkaji implementasi mas}lah}ah mursalah dalam positivisasi hukum 
Islam, sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini mengkaji tentang 
Undang-undang No.41 Tahun 20004 dan penelitian penulis mengkaji 
tentan penerapan mas}lah}ah mursalah dalam Kompilasi Hukum Islam di 
bidang perkawinan. 
3. Skripsi dari Fenky Permadhi dari Fakultas Syariah Universitas Islam 
Negeri Maliki Malang yang berjudul“Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum 
Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan Mas}lah}ah)” Dalam 
skripsi ini disimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti menurut pasal 
185 Kompilasi Hukum Islam  berlaku bagi semua keturunan ahli waris 
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yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan bagian ahli waris pengganti 
tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. 
Di samping itu, karena kedudukan ahli waris pengganti tidak dijelaskan di 
dalam nas}. akan tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tujuan 
syara’ yaitu mewujudkan rasa keadilan bagi ahli waris. Penelitian ini 
memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji 
tentang pasal yang terdapat dalam KHI dengan tinjauan mas}lah}ah. Adapun 
perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pasal 185  tentang 
ahli waris pengganti, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pasal-
pasal dalam buku I KHI  tentang Perkawinan. 
Berdasarkan analisis singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
penelitian yang mengkaji tentang implementasi metode mas}lah}ah mursalah 
dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan perlu dikaji 
lebih lanjut sehingga penulis menilai penelitian ini dapat berkontribusi dalam 
kajian mas}lah}ah mursalah dan kajian pembaharuan hukum Islam di Indonesia  
dalam hal  ini adalah mengenai  Kompilasi Hukum Islam . 
F. Metode Penelitian 
Subbab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan 
dalam penelitian ini, antara lain meliputi jenis penelitian, sumber  data, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan 
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menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa 
buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan 
secara berkala, kisah-kisah  sejarah, dokumen-dokemen dan materi 
perpustakaan lainya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam 
penelitian ini.20  
2. Sumber Data 
Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka  
semua data dalam penelitian ini bersumber dari data-data kepustakaan. 
Adapun sumber data dapat dikelompokkan menjadi : 
a. Sumber Primer 
 Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung 
dengan obyek penelitian.21 Sumber data primer yang  penulis gunakan 
dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam karena yang 
dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pasal-pasal yang terdapat 
pada Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan selain itu beberapa 
buku yang membahas tentang pembaharuan Kompilasi Hukum Islam 
seperti  buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya Abdurrahman, 
buku Pembaruan Hukum Islam di Indonesia : Telaah Kompilasi Hukum 
Islam yang ditulis oleh Malthuf Siroj dan buku yang membahas metode 
mas}lah}ah mursalah diantaranya buku Ushl Fiqh karya Abdul Wahhab 
                                                 
20 Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik penyusunan skripsi (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96. 
21 Sofyan A. P, Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan 
Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155. 
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Khalaf dan buku  Metodelogi Pembaharuan Hukum Islam karya 
Kutbudin Aibak.  
b. Sumber Sekunder 
 Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 
memberikan data pada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam 
penelitian ini adalah sumber-sumber lain baik berupa buku, majalah, 
jurnal atau yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian 
ini yakni mengenai implementasi metode mas}lah}ah mursalah dalam 
perumusan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa buku yang dijadikan 
sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah buku 
Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di  Indonesia karya Abdul Manan, 
tulisan Hamzah K. “Urgensi Mas}lah}ah dalam Pembaharuan  Hukum 
Islam di Era Global” dalam   Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 
Vol. VII 2 Desember 2014,  buku  Ushl fiqh karya Suwarjin,  dan buku 
karya Asmawi dengan judul  Teori Mas}lah}ah dan Relevansinya dengan 
Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Data adalah catatan fakta yang akan diolah dalam kegiatan 
penelitian,22 sedangkan yang dimaksud sumber data menurut Arukunto 
Suharsimi adalah “subjek dimana diperolehnya”.23Penelitian yang dilakukan 
dalam penelitia ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (library 
Research) maka dari itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
                                                 
22 Ahmad Tanzeh, Metodologi penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80. 
23 Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Reineka 
Cipta, 2002), hlm. 172. 
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dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan 
mengumpulkan data primer serta buku-buku yang secara lansung berbicara 
tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang 
secara tidak langsung membicarakanya namun relevan untuk dikutip sebagai 
pembanding. Dari data-data yang diperoleh, penulis akan membuat 
bibliografi kerja dan membuat catatan-catatan serta ulasan maupun kutipan23 
dan di akhir pembahasan penulis akan memberikan kesimpulan (konklusi) 
terkait pembahasan masalah. Dalam penelitian ini, data-data diambil buku, 
majalah atau yang lainnya  yang dijadikan sebagai sumber primer dan 
sekunder  dalam penelitian ini. 
4. Teknik Analisis Data 
Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis 
data. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini  adalah 
content analisis. Content analisis diartikan sebagai analisis/kajian isi, yaitu 
teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 
memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan 
sistematis.24 Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari 
berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian 
penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya 
dianalisa untuk dapat  mengemukakan kesimpulan, agar penulis dapat 
melakukan telaah terhadap implementasi metode mas}lah}ah mursalah dalam 
perumusan Kompilasi Hukum Islam tentang pasal-pasal pernikahan.  
                                                 
24 Anisah Solehatun, “Jilbab Menurut Quraish Shihab”, Skripsi, (Purwokerto: STAIN 
Purwokerto, 2009), hlm. 12. 
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G. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka 
penulis susun dengan sistematika yang tersusun dari lima sub bab, dengan 
uraian sebagai berikut: 
Bab I, berisi Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
rumusan masalah, penegassan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II, akan menjelaskan  tentang tinjauan umum mengenai mas}lah}ah 
mursalah, meliputi : definisi mas}lah}ah mursalah, tingkatan mas}lah}ah mursalah, 
syarat-syarat mas}lah}ah mursalah, pandangan para ulama terhadap mas}lah}ah 
mursalah, urgensi mas}lah}ah mursalah dalam pembaharuan hukum keluarga 
Islam. 
Bab III, mengkaji tentang proses perumusan KHI, yang meliputi latar 
belakang penyusunan KHI , tahapan dan jalur-jalur pembuatan KHI, 
kandungan KHI secara umum, pasal-pasal KHI  tentang perkawinan. 
Bab IV, dalam bab ini akan dipaparkan masalah-masalah dalam KHI  
tentang pasal-pasal pernikahan yang dirumuskan berdasarkan konsep mas}lah}ah 
mursalah dan analisis terhadap Implementasi metode mas}lah}ah mursalah di  
bidang perkawinan dalam  kompilasi hukum Islam. 
Bab V menjelaskan kesimpulan dari analisis implementasi metode 
mas}lah}ah mursalah  dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam tentang pasal-
pasal pernikahan beserta saran-saran.             
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya dengan 
membandingkan pasal-pasal dalam KHI dengan beberapa ketentuan fikih 
beserta dalil-dalilnya, dapat diketahui bahwasanya pasal-pasal di dalam 
KHI yang mengatur tentang pernikahan, terdapat tiga permasalahan yang 
dirumuskan dengan metode mas}lah}ah mursalah, yaitu mengenai 
pencatatan perkawinan (pasal 5), pendewasaan usia nikah (15) dan 
prosedur poligami yang meliputi syarat-syarat untuk melakukan poligami 
selain dari syarat adil. Secara umum ketiganya merupakan permasalahan 
baru yang tidak ditemukan dalil yang menolak maupun mendukung baik 
dalam al-Qur’an maupun hadis dan tidak ditemukan pembahasannya 
dalam fikih klasik. 
2. Pencatatan perkawinan ini mengandung kemashlahatan berupa 
terlindunginnya hak-hak hukum dari masing-masing suami istri dan 
menjaga ketertiban dalam perkawinan. Kemashlahatan tersebut telah  
memenuhi syarat-syarat mas}lah}ah mursalah  yaitu bersifat hakiki karena 
terjaminnya hak-hak suami istri, bersifat umum karena dapat dirasakan 
kemanfaatanhya oleh suami maupun istri dan tidak bertentangan dengan 
syarak karena tidak ada dalil yang menentangnya. Pencatatan perkawinan 
masuk dalam kategori   mas}lah}ah ha>jjiyah karena sekalipun tidak dicatat 
pernikahan tetap sah. Pendewasaan usia nikah dimaksudkan untuk 
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mawujudkan kemashlahatan dalam keluarga dan  rumah tangga, dimana 
orang yang hendak menikah harus telah matang dan siap menjalani 
kehidupan rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang sakinnah, 
mawaddah dan rahmah. Kemashlahatan ini bersifat hakiki karena secara 
medis anak perempuan dibawah 16 tahun memiliki organ reproduksi yang 
sangat lemah sehingga beresiko terhadap kesehatannya apabila ia  hamil, 
bersifat  umum karena dapat dirasakan oleh semua orang yang akan 
menikah  dan tidak bertentangan dengan syarak karena tidak ada dalil  
yang menolaknya. Dengan demikian, syarat-syarat mas}lah}ah mursalah  
telah terpenuhi. Pendewasaan usia nikah masuk dalam kategori mas}lah}ah 
ha>jjiyah karena tidak berhubungan langsung dengan  inti dari pernikahan. 
Permasalahan terakhir yang dirumuskan dengan metode mas}lah}ah 
mursalah adalah mengenai perizinan poligami. Dalam aturan poligami 
mengandung kemashlahatan yaitu mencegah kesewenang-wenangan laki-
laki terhadap perempuan dalam rumah tangga melalui poligami. 
Kemashlahatan ini telah sesuai dengan syarat-syarat mas}lah}ah mursalah  
karena dengan adanya aturan perizinan poligami maka laki-laki tidak bisa 
berbuat sewenang-wenang terhadap perempuan hal ini merupakan 
kemashlahatan yang hakiki. Syarat yang kedua yaitu bersifat umum telah 
terpenuhi karena aturan tersebut dapat dirasakan kemanfaatannya oleh 
setiap orang yang akan poligami dan dipoligami. Syarat ketiga yaitu tidak 
bertentangan dengan dalil syarak juga telah terpenuhi karena tidak ada  
dalil yang menentangnya. Perizinan poligami masuk pada tingkatan 
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mas}lah}ah ha>jjiyah  karena pernikahan tetap sah sekalipun tidak 
mendapatkan izin dari pengadilan dan istri pertama asalkan suami dapat 
bersikap adil terhadap istri-istrinya. 
B. Saran 
1.  Bagi  orang yang hendak menikah seyogyanya bersedia mencatatkan 
pernikahannya demi  terciptanya ketertiban dalam perkawinan dan 
terlindungi hak-haknya secara hukum. 
2. Bagi orang yang akan menikah harus telah siap secara  lahir batin dan 
paling tidak telah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun 
bagi perempuan agar  rumah tangga dapat berlangsung sakinnah, 
mawaddah dan rahmah. 
3. Apabila merasa perlu melakukan poligami, maka lakukanlah sesuai  
dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam KHI. 
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